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MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

a.

NOMOR 96 TAHUN 2019
TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN
HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk memberikan kepastian berusaha,
meningkatkan  nilai tambah  Ekspor  Produk
Pertambangan, dan mendukung efektivitas
pelaksanaan Ekspor Produk Pertambangan Hasil
Pengolahan dan Pemurnian melalui sistem pelayanan
perizinan secara elektronik, perlu penyempurnaan
ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil
Pengolahan dan Pemurnian;

bahwa sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara, pemegang Izin Usaha Pertambangan
dan Izin Usaha Pertambangan Khusus wajib
meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral
dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan
pemurnian, serta pemanfaatan mineral,

bahwa khusus Produk Pertambangan dalam bentuk
raw material atau ore dengan kriteria tertentu berupa
nikel dengan Pos Tarif/HS 2604.00.00, sesuai dengan
Pasal 62A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan



Mengingat

. -

Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara,
rekomendasi untuk penjualan nikel dengan kadar
<1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen) ke luar
negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka
waktu rekomendasi berakhir atau paling lama tanggal
31 Desember 2019;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dan huruf ¢, perlu mengatur
kembali ekspor raw material atau ore dengan kriteria
tertentu  berupa nikel dengan Pos Tarif/HS
2604.00.00;

bahwa  ketentuan  mengenai Ekspor  Produk
Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2017 tentang
Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil
Pengolahan dan Pemurnian sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan dan kebutuhan hukum
masyarakat, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang
Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil
Pengolahan dan Pemurnian;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4661);



-

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2010 tentang  Pelaksanaan = Kegiatan  Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor ©6186);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5142);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 395);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum
Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1104) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
116 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014
tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran
Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1659);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017
tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan
Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
176);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan
Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya



Menetapkan
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Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
984);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara
Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Produk Pertambangan adalah sumber daya alam tidak
terbarukan yang digali dari perut bumi Indonesia.
Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau
Pemurnian adalah sumber daya alam tidak terbarukan
yang digali dari perut bumi Indonesia yang telah
diolah dan/atau dimurnikan berupa mineral logam,
mineral bukan logam dan batuan yang telah sesuai
dengan batasan minimum pengolahan dan/atau
pemurnian.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari
daerah pabean.

Persetuyjuan Ekspor adalah persetujuan yang
digunakan sebagai izin untuk melakukan Ekspor
Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau
Pemurnian.

[zin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang
selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin
usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP
eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi

produksi.






